
68 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Aditia Syaprillah, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup, Tesis Program Magister Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013 

Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018 

Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan 

Negara dalam Syariat Islam, Jakarta: 2006, Darul Falah  

Ali Yafi, Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga 

Ukhuwah (cet. V: Bandung : Mizan; 1995), h. 123. 

Andi sadly tenri sampiang, Penegakan Hukum Administrasi Pada Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Pertambangan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tesis 

Magister Hukum Unsultra: Kendari : 

Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta. 

Bintoro, Tjokroamidjojo. 1988. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: 

Lp3es 

Hasbi ash-Shiddieqy, “Tugas Para Ulama Sekarang dalam Memelihara dan 

Mengembangkan Qur‟ân Hadits, dan Fiqh dalam Generasi yang Sedang 

Berkembang,” 

Khallaf, Abd. Al-Wahhab. Al-Siyasat Al-Syar‟iyat. AlQahirah: Dar Al-Anshar, 

1977. 

M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, Op. Cit., hlm. 270 

Miftha Thoha (2005:10) Penrilaku Organsasi Konsep Dasar Dan Aplikasi. Jakarta 

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku 

Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta 

Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I Umum, BinAdministrasi 

Pembangunan, Jakarta : BuNyoman., mi Aksaraa Cipta, Bandung, 1982 

Narwoko, J. Dwi Dan Suyanto, Bagong (Editor). 2010. Sosiologi Teks Pengantar 

Dan Terapan Edisi Ketiga. Jakarta : Prenada Media Group 

Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada 

University, Yogyakarta, 2009. 

Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

Jakarta : Presiden Republik Indonesia. 



69 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan 

Tanah untuk Produksi Biomassa 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang 

Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah 

Otonom 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (yang selanjutnya disingkat AMDAL). 

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 17 THUN 2022 Tentang Sususnan 

Oraganisasi Dan Tata Kerja Dinas Ninas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Konawe Utara 

Purwantari N D. 2007. Reklamasi area tailing di pertambangan dengan Tanaman 

pakan ternak; mungkinkah. Jurnal Wartazoa vol. 17 no. 3 th. 2007 

Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), 

30. 

Siagian, Sondang P, 2009.  

Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Pt Raja Grafindo 

Persada 

Sumaryadi, I. 2010, Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor. 

surah Ar-Rum ayat: 41 Tafsir Quraish Shiba 

Susilo, Y. Eko Budi, Menuju Keselarasan Lingkungan (Malang: Averroes Press, 

2003. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 

Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Pertambangan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.s 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara. 

Wahyu Wibowo, Menuju Jurnalisme Beretika (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 

2009), 184.


